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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai  Negara Hukum yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang 
dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan 
manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh 
masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan 
terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada 
khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam 
tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas. 
Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan 
masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan 
dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, 
Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian 
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat 
menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 
telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 
tersebut (Moeljatno,1993:1). 
Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak 
pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman 
masyarakat (tujuan preventif) serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar 
tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana (tujuan represif). Selain produk 
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hukum, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana 
Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak 
hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum 
yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan. 
Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi 
berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan 
hukum. 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah 
membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 
mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah 
salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar 
bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. 
Sumbangan yang diberikan salah satunya  dalam hal pembinaan terhadap 
narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan 
pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk 
periode-periode waktu tertentu.  
Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan 
adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya  dan bisa menemukan 
kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota 
masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana 
itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan 
memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.  
Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum 
yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuat 
Undang-Undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal 
pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa 
kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan tingkat keberhasilan 
dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang. Masih banyak 
dijumpai tindak pidana yang ada dalam masyarakat khususnya pengulangan  
tindak pidana (residive) yang dilakukan oleh mantan narapidana. Hal tersebut 
memberi pengertian bahwa mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembinaan 
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di Lapas sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan 
narapidana ketengah  masyarakat tidak tercapai. Pembinaan terhadap para pelaku 
recidive diharapkan menjadi perhatian khusus oleh pembina di Lembaga 
Pemasyarakatan. Pembina Lembaga Pemasyarakatan diharapkan memiliki 
strategi-strategi pembinaan  bagi narapidana kambuhan seperti recidivise. 
Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang 
terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi 
yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang 
diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat 
memiliki peranan yang sangat berarti  dalam proses resosialisasi narapidana yang 
saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana 
selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang 
muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan 
narapidana. Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya 
pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan 
narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Masih banyak masyarakat 
yang memperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yang mungkin menjadi salah 
satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. 
Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus 
dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap 
sesama narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga 
harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana 
merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang 
wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani 
masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya. Dari uraian diatas 
menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan 
Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak 
Pidana (Recidive) di Lapas Klas IIA Sragen”. 
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B.  Rumusan Masalah 
Rumusan  masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian 
hukum. Rumusan masalah dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul 
secara jelas dan sistematis. Rumusan masalah  bertujuan agar dapat menegaskan 
masalah  yang akan diteliti,  sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah 
yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran yang sesuai dengan yang 
dikehendaki. 
Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil Rumusan masalah 
sebagai berikut. 
1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah 
pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Klas IIA Sragen ? 
2. Apakah hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah 
pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Klas IIA Sragen ? 
C.  Tujuan Penelitian 
Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai sebagai 
pemecahan atas berbagai masalah yang diteliti (tujuan obyektif) dan untuk 
memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Tujuan penelitian ini 
diperlukan karena berkaitan erat dengan rumusan masalah untuk memberikan arah 
yang tepat dalam penelitian, Sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan 
apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Subyektif : 
a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana, 
khusunya melalui kajian tentang pelaksanaan pembinaan narapidana dalam 
rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Klas IIA 
Sragen 
b. Untuk penyusunan penulisan hukum/ skripsi guna melengkapi tugas akhir 
dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang 
ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
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2. Tujuan Obyektif : 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka 
mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Klas IIA Sragen. 
b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam 
rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Klas IIA 
Sragen. 
D.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Manfaat teoritis 
a. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 
khususnya Hukum Pidana, disamping itu hasil penelitian ini dapat 
memperbanyak referensi ilmu di bidang pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan. 
b. Menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi 
penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat praktis 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan 
dalam penelitian ini. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak 
yang terkait dalam masalah pelaksanaan pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sragen. 
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E.  Metode Penelitian 
Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dengan tujuan 
yang hendak dicapai oleh penulis. Dalam penentuan metode mana yang akan 
dipergunakan, penulis harus cermat agar metode nanti tepat dan sesuai,  sehingga 
untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan 
tercapai.  
Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian menggunakan metode 
penulisan sebagai berikut. 
1. Jenis penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah dan ditinjau dari penelitian 
hukum, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 
hukum empiris, yakni meneliti implementasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Sragen. Penelitian hukum 
empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data 
utama. 
 
2. Sifat penelitian 
Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian 
yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas 
gejala-gejala lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempertegas 
hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori atau 
dalam kerangka menyusun teori baru.  
Penulisan Hukum ini akan menggambarkan mengenai 
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah 
Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas Klas II A Sragen. 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Sehubungan dengan tipe penulisan yang digunakan yakni 
penelitian empiris, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 
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Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 
misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, yang dilakukan 
secara holistik  dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa atau 
kata-kata. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekuder. 
Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari 
sumber data untuk tujuan penelitian yang diperoleh dan mendapat hasil 
yang sebenarnya pada obyek yang akan diteliti, dalam hal ini data yang 
diperoleh secara langsung dari survei studi lapangan terhadap 
pelaksanaan pembinaan Narapidana guna mencegah Pengulangan 
tindak pidana (recidive) serta hambatan-hambatan yang dihadapi. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 
kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, 
buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.  
Sumber data yang digunakan  dibedakan menjadi (2) dua macam 
yaitu: 
a. Data primer 
Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 
penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta 
hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data 
adalah tempat ditemukan data. Sumber data primer adalah penulis 
akan melakukan wawancara langsung dengan petugas yaitu 
petugas bagian tata usaha dan bagian bimbingan narapidana atau 
anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Sragen. 
 
b. Data sekunder 
Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan 
kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer, bahan sekunder 
dan bahan hukum tersier.  
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1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau 
kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia 
seperti KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, Surat Keputusan dan 
sebagainya.  
2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 
mendukung data sekunder dari bahan hukum primer terdiri 
dari buku-buku, hasil penelitian hukum, artikel Koran, dan 
bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.  
3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 
yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 
sebagainya.  
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini 
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai 
validitas and realibitas yang cukup tinggi.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan teknik sebagai berikut. 
a. Studi Lapangan 
Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek 
penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid dengan 
pengamatan langsung dan wawancara. Dalam penelitian hukum 
yang dilakukan ini, penulis mengunakan metode wawancara. 
Wawancara dilakukan terhadap,petugas bagian tata usaha dan 
bagian bimbingan narapidana/ anak didik di Lapas Sragen. 
Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah pedoman 
wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara sebelumnya dibuat 
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pedoman dan daftar pertanyaan lebih dahulu, sehingga hasil 
wawancara relevan dengan masalah yang diteliti. 
 
b. Studi Kepustakaan 
Merupakan pengumpulan data dengan cara membaca atau 
mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan 
dengan skripsi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 
penelitian.  
 
5. Teknik analisis data 
Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya 
adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian 
rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada 
sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data kualitatif.  Analisis data kualitatif  ini dapat 
dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, 
kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari 
pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan 
dicapai kesimpulan ntuk menentukan hasilnya. 
Model analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah model analisis data interaktif. Menurut HB Sutopo, analisis data 
model ini memerlukan tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data 
serta penarikan data atau verifikasi.  
Dalam model analisis data intreraktif, peneliti tetap bergerak di 
antara ketiga komponen tadi dengan proses pengumpulan data selama 
kegiatan pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data 
berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen utama analisa untuk 
menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang 
terdapat dalam reduksi data dan sajian data (HB Sutopo,1998:8). 
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Pengertian dari ketiga komponen tersebut adalah: 
a. Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi dari field note. Proses ini 
berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai 
b. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 
memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan, sajian 
data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, 
jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. 
c. Penarikan kesimpulan / verifikasi, dari awal pengumpulan 
data peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal 
yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan, peraturan-
peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan. 
 
Apabila disusun dalam bentuk skema, model analisis data 
interaktif adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Pengumpulan 
data 
Penarikan 
Kesimpulan/Verifikasi 
Sajian data Reduksi data 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai keseluruhan isi 
skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 
dan sistematika penulisan hukum 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini Berisi mengenai uraian dasar teori dari skripsi ini, yang 
meliputi tinjauan tentang teori pemidanaan, tinjauan tentang 
Pengulangan Tindak pidana (recidive), tinjauan tentang Pidana 
Penjara, tinjauan tentang Pembinaan dalam sistem 
Pemasyarakatan serta Kerangka Pemikiran. 
 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai pelaksanaan pembinaan 
terhadap narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak 
pidana, meliputi Deskripsi lokasi penelitian di Lapas Klas IIA 
Sragen, Peraturan yang mendasari Pelaksanaan Pembinaan, tahap 
pembinaan narapidana, metode pembinaan serta program dan 
wujud pembinaan. Selain itu dijelaskan pula hambatan Yang 
Timbul Dari Pelaksanaan  Pembinaan Narapidana guna mencegah 
pengulangan tindak pidana di Lapas Klas IIA Sragen. 
BAB IV :PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai simpulan dari uraian skripsi pada bab 
terdahulu serta saran-saran dari penulis bagi pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
 
13 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka teori 
1. Tinjauan  Teori  Pemidanaan 
Pengertian Pidana menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 
yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemberian nestapa atau penderitaan yang 
sengaja dikenakan pada seorang pelanggar Undang-Undang tidak lain 
dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Sanksi-sanksi yang berat dalam hukum 
pidana inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain. 
Hal ini yang menyebabkan hukum pidana sebagai sanksi upaya terakhir dalam 
sebuah penegakan hukum apabila hukum-hukum yang lain tidak mampu lagi 
menjerat si pelaku.  
Pidana mengandung beberapa unsur atau ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 
a) Pada hakikatnya pidana adalah suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat yang menimbulkan hal yang tidak 
menyenangkan. 
b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaaan atau kewenangan. 
c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan  tindak  
pidana menurut Undang-Undang (Dwidja Priyatno 2006:7). 
Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari 
pemidanaan. Teori-teori ini berkembang seiring perkembangan pola pikir manusia 
dan budaya manusia. Semakin majunya berbagai aspek kehidupan akan semakin 
diperhatikan pula nilai-nilai kemanusiaan.  
Secara tradisional teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga teori yaitu : 
a) teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorieen); 
b) teori relative atau teori tujuan (doeltheorieen); 
c) teori gabungan atau teori integral. 
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Menurut teori absolute atau pembalasan, pidana dijatuhkan semata-mata 
karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam teori ini 
setiap tindak pidana yang dilakukan harus diikuti pidana tidak ada tawar 
menawar. Dalam penjatuhan pidana yang dilakukan tidak memperhitungkan 
mengenai akibat-akibat yang timbul dalam penjatuhan pidana maupun akibat-
akibat atau kerugian dari pihak masyarakat.  
Pengertian teori relative atau tujuan yaitu pidana bukanlah hanya untuk 
melakukan Pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-
tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan pidana sebagai sarana pembinaan atau 
perbaikan pada pelaku tindak pidana dan pencegahan kejahatan. Adapun 
pencegahan kejahatan dapat dibedakan dalam prevensi special bertujuan ingin 
mempengaruhi tingkah laku si terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi 
dan prevensi general bertujuan mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak 
melakukan tindak pidana. Diharapkan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 
pidana dapat mempengaruhi emosi dari masyarakat, sehingga masyarakat takut 
untuk melakukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana.  
Pengertian teori gabungan yaitu teori yang menggabungkan antara teori 
absolute maupun teori relative. Teori gabungan bisa dikatakan sebagai teori 
integral karena teori ini menganggap bahwa tindak pidana terjadi karena adanya 
gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan 
masyarakat. Dengan demikian tujuan dari pemidanaan adalah memperbaiki 
kerusakan individu maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam 
teori ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia (Muladi & Barda Nawawi, 
1998:10). 
Tujuan pemidanaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang 
bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan 
sinkronisasi yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi 
substansial dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural.  
Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut 
dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam rangka hubungan antar 
lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, 
maka keserempakan itu mengandung makna vertikal maupun horizontal terkait 
dengan hukum positif. Sementara sinkronisasi kultural mengandung makna 
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untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap 
dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan 
pidana.  
Pemahaman atas tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi 
peradilan pidana yang telah dijelaskan tersebut, merupakan prasyarat yang 
harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan pemidanaan 
dengan tujuan dari sistem peradilan pidana (Mimbar hukum, 2009: Vol 21. No 
1). 
 
Tujuan pemidanaan dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai 
berikut. 
1) Pembalasan (revenge) 
Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada 
orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita 
sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam 
masyarakat primitif, tujuan pemidanaan lebih menonjolkan aspek 
pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan 
kesalahan tersebut pada seluruh suku atau clan atau kampung. Sering 
suatu kampung menyerang suatu kampung lain sebagai suatu pidana 
pembalasan.  
2) Penghapusan dosa (expiation) 
Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penebusan dosa pun 
merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan 
pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. 
Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan 
suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian 
terjadilah keseimbangan. 
3) Menjerakan (deterent) 
Alasan pembenar mengenai tujuan penjeraan ini didasarkan atas 
alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Negara akan 
mencegah atau membatasi  terjadinya kejahatan. Ini akan membuat 
orang yang rasional berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. 
Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan 
hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke 18 untuk 
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reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari 
Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan pidana dapat 
dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara 
cepat, tepat dan sepadan. 
4) Perlindungan terhadap umum (protection of the public) 
Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota 
masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan 
dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian 
tanda kepada penjahat, misalnya dengan dicap bakar, supaya orang 
jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan 
kedalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari 
masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin 
ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas. Isolasi penjahat dari masyarakat 
ini juga tidak berat daripada kemungkinan ia lebih jahat setelah ia 
hidup dipenjara.  
5) Memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal) 
Tujuan ini paling banyak diajukan oleh orang di jaman modern ini. 
Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan 
sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan 
dimasa yang akan datang. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat 
dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat 
nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan 
suatu milieu yang dapat menyembuhkan si penjahat (Andi Hamzah 
dan A. Sumangelipu,        1984:15-17). 
2. Tinjauan Pengulangan Tindak Pidana (recidive) 
Recidive atau pengulangan tindak pidana mengandung pengertian bahwa 
tindak pidana yang terjadi dalam hal seorang yang telah melakukan suatu tindak 
pidana dan telah dijatuhi putusan hakim yang bersifat tetap (in kracht van 
gewijsde), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Pengertian dari recidive 
hampir sama dengan seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana 
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(concursus realis), tetapi perbedaaannya ada pada ditetapkannya Putusan Hakim 
yang bersifat tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang 
dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Seseorang yang melakukan pengulangan 
tindak pidana disebut residivise. 
Recidive terbagi menjadi dua jenis yaitu recidive umum ( general recidive) 
dan Recidive khusus (special recidive). Recidive umum adalah pengulangan 
terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan 
alasan untuk pemberatan pidana. Residive khusus adalah sistem pemberatan 
pidana dimana tidak semua tindak pidana yang diulangi masuk kategori sebagai 
recidive. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan tindak pidana 
tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula (Barda Nawawi 
Arief, 1999:66). 
Sistem KUHP di Indonesia menganut recidive khusus. Pengaturan recidive 
khusus dalam KUHP diatur secara khusus dalam Buku II tentang Kejahatan dan 
Buku III tentang Pelanggaran. Tenggang waktu pengulangan tindak pidana juga 
diatur secara khusus. 
Recidive kejahatan dalam KUHP dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu: 
a. Recidive sejenis diatur dalam pasal-pasal berikut. 
1) Pasal 144 (2) KUHP tentang penghinaan kepada kepala Negara 
sahabat yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan. 
2) Pasal 157 (2) KUHP tentang penghinaan terhadap golongan-
golongan rakyat Indonesia yang berhubungan dengan penerbitan 
dan percetakan. 
3) Pasal 161 (2) KUHP tentang perbuatan menghasut supaya 
melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan 
kekerasan yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan. 
4) Pasal 163 (2) KUHP tentang penawaran/sarana melakukan tindak 
pidana yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan. 
5) Pasal 208 (2) KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau 
badan umum. 
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6) Pasal 216 (3) KUHP tentang penyalahgunaan jabatan atau 
wewenang atau menghalangi pejabat untuk melaksanakan tugas 
guna menjalankan ketentuan Perundang-Undangan. 
7) Pasal 321 (2) KUHP tentang penghinaan yang dilakukan pada saat 
menjalankan mata pencaharian. 
8) Pasal 393 (2) KUHP tentang menjual, menawarkan atau 
mengedarkan dan sebagainya barang-barang yang bermerk  palsu. 
9) Pasal 303 bis (2) tentang perjudian. 
Syarat-syarat recidive “sejenis” yaitu: 
1) Kejahatan yang terdahulu harus sejenis dengan kejahatan yang 
diulangi.  
2) Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi 
sudah ada Putusan Hakim yang berupa pemidanaan dan sudah 
memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
3) Si pelaku melakukan kejahatan tersebut pada saat menjalankan 
mata pencahariannya (kecuali  untuk Pasal 216, 303 bis, Pasal 393 
syarat ini tidak berlaku). 
4) Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yaitu  2 
( dua ) tahun atau 5 ( lima ) tahun  sejak adanya Putusan hakim 
yang tetap.  
b.  Recidive kelompok jenis terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai 
berikut. 
1) Pasal 486 KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap harta 
benda dan pemalsuan terdiri dari: 
a)  Pemalsuan mata uang (Pasal 244 KUHP sampai Pasal 248 
KUHP). 
b)  Pemalsuan surat ( Pasal 263 sampai Pasal 264 KUHP). 
c)  Pemerasan ( Pasal 368 KUHP). 
d)  Pengancaman ( Pasal 369 KUHP). 
e)  Penggelapan ( Pasal 372, 374,375 KUHP). 
f)  Penipuan ( Pasal 378 KUHP). 
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g)  Kejahatan jabatan ( Pasal 415, Pasal 417, Pasal 432 KUHP). 
h)  Penadahan ( Pasal 480, Pasal 481 KUHP).  
2) Pasal 487 KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap orang 
terdiri dari : 
a) Penyerangan dan makar kepala Negara ( Pasal 131, Pasal 
140, Pasal 141 KUHP) 
b) Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (Pasal 338, 
Pasal 339, 340 KUHP). 
c) Pembunuhan anak ( Pasal 341, Pasal 342 KUHP). 
d) Abortus ( Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP). 
e) Penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana           
( Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 KUHP). 
f) Kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (Pasal  438 
KUHP, Pasal 443 KUHP). 
g) Insubordinasi (Pasal 459 sampai Pasal 460 KUHP). 
3) Pasal 488 mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan 
dengan penerbitan / percetakan terdiri dari : 
a) Penghinaan terhadap kepala Negara sahabat ( Pasal 142 sampai 
Pasal 144 KUHP) 
b) Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum ( Pasal 207 
KUHP, Pasal 208 KUHP ) 
c) Penghinaan terhadap orang pada umumnya ( Pasal 310 dan 
Pasal 321 KUHP)  
d) Kejahatan penerbitan dan percetakan ( Pasal 483 KUHP dan 
Pasal 484 KUHP). 
Dengan adanya kelompok jenis recidive yang telah dikemukakan, 
seseorang bisa dikatakan melakukan pengulangan apabila ia mengulangi  tindak 
pidana dalam satu kelompok jenis yang sama. Seseorang yang melakukan tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan kemudian 
melakukan tindak pidana lagi yang dijerat dengan Pasal 338 tindak pidana 
pembunuhan, dapat dikatakan sebagai recidive  karena tindak pidana tersebut 
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masih termasuk dalam satu kelompok jenis yaitu kejahatan terhadap orang dan 
diatur dalam Pasal 487 KUHP.  
Recidive Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Jenis-jenis pelanggaran yang 
diatur sebagai recidive yaitu:  
a. Pasal 489 KUHP tentang kenakalan terhadap orang atau barang. 
b. Pasal 492 KUHP tentang masuk dimuka umum merintangi lalu lintas/ 
mengganggu ketertiban dan keamanan orang. 
c. Pasal 495 KUHP tentang memasang perangkap / alat untuk membunuh 
binatang buas tanpa ijin. 
d. Pasal 501 KUHP tentang menjual dan sebagainya, Makanan/minuman yang 
palsu, busuk atau yang berasal dari ternak mati atau sakit. 
e. Pasal 512 KUHP tentang melakukan pencaharian tanpa keharusan 
/kewenangan atau melampau batas. 
f. Pasal 516 KUHP tentang mengusahakan tempat bermalam tanpa register 
atau catatan atau tidak menunjukan register tersebut kepada pejabat yang 
memintanya. 
g. Pasal 517 KUHP tentang membeli dan sebagainya barang-barang angota 
militer tanpa ijin. 
h. Pasal 530 KUHP tentang petugas agama yang melakukan upacara 
perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka 
pejabat catatan sipil telah dilakukan. 
i. Pasal 536 KUHP tentang dalam keadaan mabuk berada dijalan umum. 
j. Pasal 540 KUHP tentang mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau 
menyakitinya. 
k. Pasal 541 KUHP tentang menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. 
l. Pasal 544 KUHP tentang mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan 
umum tanpa ijin. 
m. Pasal 545 KUHP tentang melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. 
n. Pasal 549 KUHP tentang membiarkan ternaknya berjalan di kebun/ tanah 
yang terlarang. 
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Persyaratan recidive pelanggaran dimuat dalam masing-masing pasal yang 
bersangkutan yaitu: 
1) Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan 
pelanggaran yang terdahulu. Khusus Pasal 492 KUHP merupakan 
alasan recidive untuk pelanggaran Pasal 536 KUHP dan sebaliknya. 
Demikian pula pelanggaran terdahulu terhadap Pasal 302 KUHP 
tentang penganiayaan terhadap hewan merupakan alasan recidive 
untuk pelanggaran Pasal 540 dan Pasal 541 KUHP. 
2) Sudah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap antara 
pelanggaran yang terdahulu dengan pelanggaran yang diulangi. 
3) Tenggang waktu pengulangannya, yaitu : 
a) Belum lewat waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran Pasal 489 
KUHP, Pasal  492 KUHP, Pasal  495 KUHP, Pasal 536 KUHP, 
Pasal 540 KUHP, Pasal 541 KUHP, Pasal 544 KUHP, Pasal 545 
KUHP, dan Pasal 549 KUHP 
b) Belum lewat waktu 2 (dua) tahun, untuk pelanggaran Pasal 501 
KUHP, Pasal 512 KUHP, Pasal 516 KUHP, Pasal 517 KUHP 
dan Pasal 530 KUHP. 
Pemberatan pidana recidive pelanggaran disebutkan dalam pasal-pasal 
yang bersangkutan, karena tidak ada ketentuan umum mengenai sistem 
pemberatan pidananya. Bentuk pemberatan pidananya  sebagai berikut. 
1) Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan; 
2) Pidana denda/kurungan dilipatkan dua kali; 
3) Pidana penjara yang ditentukan dapat ditambah dengan sepertiga jika 
terpidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak menjalani seluruhnya atau 
sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.  
Pengulangan tindak pidana yang diatur di luar KUHP termuat dalam salah 
satu pasal pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: 
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Pasal 144 : 
(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 
melakukan  pengulangan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, 
Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 
120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, 
Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 
129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). 
(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak 
pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 
Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana mengenai 
pengulangan tindak pidana (recidive) tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana 
umum yang termuat dalam KUHP, Melainkan juga berlaku terhadap tindak pidana 
khusus seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pemberatan pidana untuk 
pelaku recidive penyalahgunaan narkotika adalah ancaman pidana yang 
dijatuhkan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimum. Pemberatan 
pidana tidak berlaku untuk pelaku yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur 
hidup dan pidana yang diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.  
3. Tinjauan Pidana Penjara 
a. Pengertian mengenai pidana penjara 
Pidana penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan 
bahwa pidana penjara dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana 
penjara sementara waktu.  
Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang 
sangat berat dan dalam hal perbarengan, pengulangan atau yang ditentukan dalam 
Pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana yang dijatuhkan karena adanya 
pelanggaran suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan 
tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada 
pelaku karena jabatannya. Pidana penjara sementara waktu penjatuhan pidana 
paling rendah adalah 1 (satu) hari dan paling tinggi 15 (lima belas) tahun ( Pasal 
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12 ayat (2)). Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan melebihi 15 tahun 
secara berturut-turut dan tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun, yakni dalam 
hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) sebagai berikut. 
1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih apakah akan 
menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara sementara waktu maksimum 20 tahun. 
2) Dalam hal telah terjadi perbarengan tindak pidana atau pengulangan tindak 
pidana atau kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 KUHP 
(pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara 
maksimum 15 tahun seperti Pasal 338, Pasal 365 ayat (3),dan Pasal 140 
ayat (1) KUHP). 
Menurut Andi Hamzah, Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa 
kehilangan kemerdekaan dan pengasingan dari anggota masyarakat. Dahulu 
pidana penjara tidak dikenal di Indonesia, yang dikenal ialah pidana pembuangan, 
pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau cambuk, pidana mati dan 
pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi  
Sistem kepenjaraan pada permulaan masa Hindia Belanda menggunakan 
sistem diskriminasi berdasarkan Statsblad 1826 Nomor 16. Peraturan tersebut 
dibedakan antara peraturan bagi Bumiputera berlaku pidana kerja paksa, 
sedangkan bagi bangsa Eropa berlaku pidana penjara. (Andi Hamzah, 1993: 36-
37). 
 
b. Perkembangan Lembaga Penjara di Indonesia 
Pada jaman Kolonial Belanda dikenal nama “spinhuis ” dan “rasphuis” 
merupakan rumah tahanan bagi para wanita tidak susila pemalas kerja, peminum 
untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. 
Pada masa itu rumah tahanan terbagi tiga macam yaitu : 
1) Bui (1602) tempatnya dibatas pemerintahan kota 
2) Kettingkwartier, merupakan tempat untuk orang-orang perantaian 
3) Vrouwentuchthuis adalah tempat menampung orang-orang perempuan 
bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan. 
24 
 
 
 
Pada tahun 1800-1816 keadaan penjara tidak berbeda dengan jaman 
Kolonial Belanda, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. 
Perbaikan mulai dilakukan pada jaman Inggris. Pada waktu pemerintahan Raffles, 
ia segera mencoba memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan 
supaya di tiap-tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan bui.  
Setelah pemerintah kembali ditangan Belanda, usaha Raffles diulangi oleh 
pemerintah Belanda. Orang-orang dibagi menjadi orang-orang yang dipidana 
kerja paksa dengan memakai rantai, orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa 
dengan mendapat upah. Pada saat itu terjadi perbedaan perlakuan dalam penjara 
untuk golongan Hindia Belanda dengan golongan Bumiputera. Penjara untuk 
golongan Bumiputera sangat kurang dalam segala hal baik dalam penerangan, 
tempat pertukaran udara maupun jumlah ruangannya. Tidak ada pemindahan 
menurut kesalahannya, Sehingga banyak narapidana yang mati. Sedangkan 
penjara bagi golongan Hindia Belanda tidak ada pekerjaan sehingga narapidana 
hanya bermalas-malasan dalam penjara. 
Sekitar tahun 1807-1905 mulai terjadi pemisahan penjara antara golongan 
Hindia Belanda dengan golongan Bumiputera, pemisahan antara perempuan dan 
laki-laki dan terpidana berat dengan terpidana lainnya. Setiap penjara harus 
mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam 
beberapa bagian menurut adanya golongan narapidana.  
Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru 
dimulai pada tahun 1905. Penjara yang luas dan sehat mulai dibangun dan 
pegawai-pegawai yang cakap mulai diangkat (Dwidja Priyatno, 2006: 92-96). 
Pada tahun 1995 terbentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan. Dengan munculnya Peraturan Perundang-Undangan 
tentang Pemasyarakatan, terjadi pembaharuan Lembaga penjara menjadi lembaga 
Pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, sisi kemanusiaan dari warga 
binaan lebih diperhatikan, karena tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan 
adalah mengayomi warga binaan sebagai bagian dari anggota masyarakat yang 
baik dan berguna (Sudarto, 1986:98). 
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4. Tinjauan  Pembinaan dalam  Sistem Pemasyarakatan 
Pembinaan warga binaan adalah sebuah sistem. Dalam sistem pembinaan 
warga binaan terdapat asas-asas yang melandasi pelaksanaan pembinaan warga 
binaan. Asas-asas tersebut yaitu: 
a. Pengayoman;  
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;  
c. Pendidikan; 
d. Pembimbingan; 
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; 
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
Empat komponen penting dalam pembinaan warga binaan  yaitu: 
1) Warga binaan sendiri. 
2) Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga 
dekat. 
3) Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling 
narapidana saat masih berada diluar Lembaga Pemasyarakatan. 
4) Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga 
Pemasyarakatan dan lain sebagainya. 
Menurut Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tujuan pembinaan warga binaan 
adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 
aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan 
diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memperoleh 
keselamatan baik didunia maupun akhirat. 
Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga 
binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan 
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merupakan suatu proses pembinaan warga binaan  sebagai makhluk Tuhan, 
individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan 
keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-
elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-
elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan 
semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup 
cakap dan penuh dengan rasa pengabdian (Dwidja Priyatno,2006:105-106). 
The ultimate goal of the correctional system is re-united with 
community correctional Citizens Patronage, as good citizens and 
responsible, so that the existence of ex-Citizens in the community later 
Patronage willing and able to participate in building society and not the 
reverse in fact is the bottleneck in development (Small Business Institute 
Research Review, 2008: Vol 35.197).      
    
Kutipan di atas mengandung pengertian bahwa tujuan akhir dari sistem 
pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan 
dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, 
sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan 
mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru 
menjadi penghambat dalam pembangunan. 
 
a. Metode Pembinaan Warga Binaan 
Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi 
pembinaan, agar secara efektif dan efisien dapat diterima oleh narapidana dan 
dapat memberikan perubahan dalam diri Warga Binaan, baik itu perubahan dalam 
pola pikir, tingkah laku maupun dalam tindakan. Penyampaian materi tidak saja 
berdasar pada kesiapan si pemberi materi saja, tetapi juga harus diperhatikan 
kesiapan dari Warga Binaan sendiri dalam menerimanya.  
Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut. 
1) Metode pembinaan berdasarkan situasi. 
Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan 
dari atas ke bawah (top down approach) dan pendekatan dari bawah ke atas 
(bottom up approach). 
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Pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari 
Pembina, atau paket pembinaan dari Warga Binaan telah disediakan dari 
atas. Warga Binaan tidak berkesempatan untuk menentukan jenis 
pembinaan yang akan dijalaninya sehingga harus menjalani paket 
pembinaan tertentu yang telah disediakan.  
Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket pembinaan yang 
memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar bagi Warga Binaan. 
Kunci dari keberhasilan Warga Binaan adalah pandai-pandainya seorang 
Pembina mengenalkan Warga Binaan  pada dirinya sendiri. 
 
2) Pembinaan perorangan (individual treatment) 
Pembinaan ini diberikan kepada Warga Binaan secara perorangan oleh 
Pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri 
tetapi dapat dilakukan secara berkelompok tetapi penanganannya sendiri-
sendiri. Pembinaan ini dilakukan karena setiap Warga Binaan memiliki 
kematangan tingkat emosi, intelektual, logika yang berbeda-beda. 
Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika Warga Binaan punya kemauan 
untuk mengenal dirinya sendiri.  
 
3) Pembinaan secara kelompok (classical treatment) 
Pembinaan yang dilakukan secara kelompok disesuaikan dengan 
kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh Pembina atau pembinaan sesuai 
dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh Warga Binaan. 
Pembinaan ini dapat dilakukan dengan Tanya jawab, simulasi, permainan 
peran atau pembentukan tim. 
 
4) Auto sugesti 
Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk 
mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu 
tindakan, sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai 
dengan saran yang diberikan, melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam 
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bawah sadar. Pembinaan ini diperuntukkan bagi Warga Binaan yang sudah 
dapat mengenal dirinya, yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan 
sudah mempunyai kemauan kuat untuk berubah.  
Setiap metode pembinaan mempunyai kelemahan sendiri. Apabila 
metode digunakan sebaik-baiknya maka kelemahan-kelemahan tersebut 
dapat dikurangi. Kelemahan-kelemahan dapat ditutup dengan menggunakan 
metode lain dan hasil secara maksimal dapat diperoleh (C.I Harsono, 1995: 
342-385). 
 
b. Tahap Pembinaan menurut PP Nomor 31 Tahun 1999 
Sebagai pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk 
meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, 
sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan 
anak didik pemasyarakatan.  Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana, 
anak didik sedangkan program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.  
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa program 
pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan 
kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: 
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara 
c. Intelektual 
d. Sikap dan perilaku 
e. Kesehatan jasmani dan rohani 
f. Kesadaran hukum 
g. Reintregasi sehat dengan masyarakat 
h. Ketrampilan kerja 
i. Latihan kerja dan produksi. 
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Pembinaan terhadap Warga Binaan terbagi dalam tiga tahap yaitu: 
1) Tahap awal meliputi : 
a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama 1 
(satu) bulan; 
b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 
c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;  
d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 
2) Tahap lanjutan meliputi : 
a) Perencanaan program pembinaan lanjutan; 
b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 
c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 
d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. 
3) Tahap akhir  
Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan tetapi di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu oleh 
Balai Pemasyarakatan. 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran menggambarkan logika hukum untuk menjawab 
permasalahan penelitian. Untuk mempermudah gambaran dari penelitian ini dapat 
dilihat dari kerangka pemikiran sebagai berikut. 
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        Bagan I Kerangka pemikiran 
 
Seorang pelaku telah melakukan suatu tindak pidana dan sudah diputus 
dengan Putusan Hakim yang tetap ( in craht van gewijsde) berupa pemidanaan. 
Setelah ia berstatus sebagai narapidana, kemudian narapidana dibina dalam 
sebuah Lembaga Pemasyarakatan.  
Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, diharapkan pembina dapat 
membina narapidana dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembinaan yaitu 
mencegah narapidana mengulangi tindak pidana dapat tercapai. Dengan 
tercapainya tujuan pembinaan, diharapkan narapidana dapat diterima kembali 
menjadi bagian dari angggota masyarakat. Dasar Pembinaan narapidana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Untuk itu penulis ingin meneliti mengenai pelaksanaan pembinaan 
Narapidana di Lapas dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana 
Tindak Pidana  
Putusan Hakim berupa 
Pemidanaan 
UU No 12 Tahun 1995 Pembinaan Narapidana 
Hambatan dalam 
pelaksanaan Pembinaan 
Guna Mencegah recidive 
Pelaksanaan 
pembinaan guna 
mencegah recidive 
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(recidive) serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan tersebut. 
Peneliti memilih lokasi pembinaan di Lapas Klas IIA Sragen. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Guna mencegah pengulangan      
Tindak pidana di Lapas Klas IIA Sragen 
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen merupakan salah satu Unit 
Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan 
narapidana yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. Lapas Sragen merupakan salah 
satu Lapas percontohan di  Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. 
Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen merupakan 
bangunan peninggalan penjajah Belanda. Pada zaman Kolonial Belanda di 
Sragen terdapat 2 (dua) penjara yang dibangun tahun 1925 yaitu penjara untuk 
narapidana yang dijatuhi pidana biasa (sekarang digunakan untuk Rupbasan 
Klas II Sragen) dan penjara yang lebih besar untuk narapidana yang dijatuhi 
dengan penjara seumur hidup mencakup seluruh Pulau Jawa, yang sekarang 
Lembaga Pemasyarakan Sragen. Banyak Pejuang Republik Indonesia yang 
ada di Lapas Sragen saat Agresi Belanda Kedua. Pada tahun 1948 penjara 
Sragen dibakar oleh para Pejuang sehingga hangus dan hancur, kemudian 
Pada Tahun 1983 dibangun kembali hingga sekarang.  
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen mempunyai luas tanah 
25.800 meter persegi dengan luas bangunan 15.210 meter persegi. Letak 
bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen berada di pusat kota 
Sragen dan menghadap ke arah Selatan  dengan batas lokasi sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan penduduk. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks perumahan pegawai 
(rumah dinas pegawai ) 
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Sragen. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan pemakaman umum. 
Sarana dan prasarana penunjang Lembaga Pemasyarakatan Klas   
II A Sragen dalam melaksanakan tugas di antaranya : 
a. Sarana perkantoran terdiri dari 5 (lima) unit bagian dan seksi dimana 
letaknya terpisah-pisah yang meliputi 1(satu) unit bagian tata usaha 
(kepegawaian, keuangan dan umum), 1 (satu) unit ruang KPLP beserta 
ruang pemeriksaan, 1 (satu) unit ruang administrasi keamanan dan tata 
tertib, 1(satu) unit ruang Binadik (registrasi dan bimkemas ), dan 1 (satu) 
unit ruang Kegiatan Kerja. Masing-masing unit terpisah sesuai dengan 
kondisi dan keadaan lapas. 
b. Sarana Perawatan terdiri dari 1 (satu) unit poliklinik dan 1 (satu) unit 
dapur. 
c. Sarana peribadatan terdiri dari satu 1 (satu) masjid dan 1 (satu) unit 
gereja. 
d. Sarana pembinaan terdiri dari ruang belajar, ruang serbaguna (aula) yang 
berfungsi juga sebagai ruang kesenian, perpustakaan serta ruang bengkel 
kerja. 
e. Sarana olahraga terdiri dari 1 (satu) lapangan voli dan 1 (satu) lapangan 
tennis serta sarana tennis meja, karambol dan catur yang berada di dalam 
blok. 
f. Sarana sosial terdiri dari ruang kunjungan. 
g. Sarana pengamanan terdiri dari 1 (satu) portir / pos utama, pos transit 
dan 4 (empat) pos jaga atas. 
h. Sarana transportasi yaitu mobil dinas untuk Kalapas. 
i. Unit rumah dinas pegawai yang berada di sebelah timur LP. 
j. Ruang hunian yang terdiri dari 6 (enam) blok, yaitu: 
1) Blok A (Blok Wanita) merupakan ruang hunian bagi tahanan atau 
narapidana wanita; 
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2) Blok B untuk narapidana yang aktif bekerja atau sedang menjalani 
asimilasi;  
3) Blok C , Blok D dan Blok E untuk narapidana yang mengikuti 
Mapenaling (masa pengenalan awal lingkungan);   
4) Blok F  diperuntukkan untuk tahanan yang baru masuk dan terdapat 
dua kamar khusus untuk narapidana dan tahanan anak (wisma 
putra). Dengan demikian dapat diketahui bahwa blok F secara tidak 
langsung juga berfungsi sebagai blok Mapenaling (masa 
pengenalan awal lingkungan) bagi tahanan. 
Dalam struktur organisasi di Lapas Klas IIA Sragen, terdapat 1 (satu) 
orang kepala, 2 (dua) orang Ka.Sub.Bag yaitu Ka.Sub Bag Tata usaha dan Ka 
KPLP, 2 (dua) orang Ka.Ur yaitu urusan kepegawaian dan urusan umum.       
3 (tiga) orang Ka. Seksi yaitu Seksi bimbingan napi dan anak didik, Seksi 
kegiatan kerja dan Seksi administrasi keamanan dan tata tertib, dan 6 (enam) 
orang Ka. Sub Seksi terdiri dari Sub.Sie bimbingan Napi/anak didik, Sub Sie 
Registrasi, Sub Sie Bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja, Sub Sie 
sarana Kerja,Sub Sie keamanan dan Sub Sie pelaporan dan tata tertib 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi lapas Klas IIA 
Sragen sebagai berikut. 
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Struktur Organisasi 
LP Klas IIA Sragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPALA 
Giharto,IC.IP.,MH 
Ka.Sub. Bag TU 
Sumarno 
Ur. Umum 
Dede H,S.Sos 
Ur Kepegawaian 
Sutarman,SH 
KPLP 
Drs.Raden H,BC,IP 
Sie bimbingan 
Napi/ anak didik 
M.Mulyana, 
Amd.IP, S.Sos 
Sie   Kegiatan Kerja  
Drs.H Triyono 
Sie Adm. Kamtib 
Kristiana,Amd.IP,  
S.sos , MH 
Sub.sie Registrasi 
Nasihul Hakim, 
Amd.IP,MH 
Sub.Sie Bimbingan& 
Pengelolaan hasil kerja 
Iwan Widyatmoko, MH 
 
Sub. Sie Keamanan 
IG. Sudarmanto 
 
Sub.Sie Bimbingan 
Kemasyarakatan&perawatan 
Drs. Sugeng 
Sub.sie Pelaporan& 
Tatib 
Rebo, S.Sos 
 
Sub.Sie Sarana Kerja 
Agus Sartono, BA 
Petugas 
pengamanan  
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Sumber: Bagian tata Usaha LP Sragen (20 April 2010) 
Uraian tugas dari bagian-bagian maupun seksi-seksi yang ada di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen adalah sebagai berikut : 
a. Sub Bagian Tata Usaha 
Bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas yang 
terdiri atas : 
1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas dalam hal 
kepegawaian dan keuangan. 
2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, 
perlengkapan dan rumah tangga Lapas. 
b. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik 
Bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana 
dan anak didik Pemasyarakatan yang terdiri dari : 
1) Sub Seksi Registrasi memiliki tugas dalam melakukan pencatatan, 
administrasi dan pembuatan statistik, pemberian remisi serta 
dokumentasi sidik jari narapidana.  
2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas dalam 
memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani dan memberikan 
pelatihan olah raga, peningkatan pendidikan dan pengetahuan, 
program asimilasi, cuti megunjungi keluarga, cuti menjelang bebas 
dan pembebasan bersyarat, memberikan kesejahteraan dan perawatan 
bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan serta mengurus 
kesehatannya. 
c. Seksi Kegiatan Kerja 
Bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kegiatan kerja bagi 
narapidana yang terdiri atas : 
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1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai 
tugas yang meliputi memberikan bimbingan dan pelatihan kerja 
kepada narapidana serta mengelola hasil dari pekerjaan tersebut. 
2) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas dalam mempersiapkan 
fasilitas dan sarana kerja. 
d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari : 
1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, 
penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.  
2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima 
laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas 
serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan 
penegakan tata tertib. 
e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan  
KPLP terdiri dari petugas pengamanan yang Mempunyai tugas menjaga 
keamanan dan ketertiban Lapas. 
Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen terdapat 135 orang 
pegawai yang terdiri dari 110 orang pegawai pria dan 25 orang pegawai 
wanita dengan jenjang pangkat, usia, masa kerja dan pendidikannya sebagai 
berikut :  
Tabel.01 
 
No 
JENIS 
KELAMIN 
PENDIDIKAN 
SD SMP SMA D.1 D.2 D.3 S.1 S2 
1 Laki-Laki - 4 82 - - 4 17 1 
2 Perempuan - 2 16 - 1 2 2 2 
Jumlah  6 98 - 1 6 19 3 
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Sumber: Bagian Registrasi LP Sragen (21 April 2010) 
 
Lembaga Pemasyarakatan Sragen dikhususkan untuk narapidana pria 
tetapi ada juga narapidana wanita yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan 
ini dengan alasan bahwa narapidana wanita bisa lebih dekat dengan keluarga 
yang juga tinggal di sekitar Lapas. Penggolongan menurut lama pidana yang 
ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sragen Sebagai berikut : 
a. B I yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana di atas 1 (satu) 
tahun yang dicatat dalam register B I. 
b. B IIa yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari        
1 (satu) tahun yang di catat dalam register B IIa. 
c. B IIb yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari        
3 (tiga) bulan. 
d. B III yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurungan. 
Sedangkan untuk tahanan dapat dikelompokan menjadi : 
1) A I untuk tahanan Kepolisian. 
2) A II untuk tahanan Kejaksaan. 
3) A III untuk tahanan Pengadilan Negeri. 
4) A IV untuk tahanan Pengadilan Tinggi. 
5) A V untuk tahanan Mahkamah Agung. 
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Tabel.02 
no STATUS BI BIIa BIIb BIII A.I A.II A.III A.IV AV JML 
1 NAPI 220 48 4 5 - - - - - 277 
2 TAHA-
NAN 
- - - - 10 13 57 1 4 85 
JUMLAH KESELURUHAN = 362 ORANG 
Sumber: Bagian Registrasi LP Sragen (21 April 2010) 
Jumlah penghuni Lapas Klas II A Sragen dengan kapasitas normal 342 
orang, saat ini telah berisi sejumlah 362 orang (per 01 Maret 2010). Untuk 
mengatasi masalah overload dan penempatan narapidana / tahanan dapat 
ditanggulangi oleh pihak Lapas dengan menambah ruang-ruang penahanan 
sehingga tidak mengganggu proses pembinaan dan pengamanan dalam Lapas. 
2. Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari Pelaksanaan Pembinaan 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak M. 
Mulyana Amd.,IP.,S.Sos yang menduduki jabatan sebagai Kepala Sie 
Bimbingan narapidana atau anak didik, dapat diketahui bahwa Peraturan-
Peraturan yang mendasari pelaksanaan tugas serta fungsi LP Klas IIA Sragen 
adalah sebagai berikut. 
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
b. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan.  
c. PP nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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d. PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
e. Surat-Surat Keputusan yang terdiri dari: 
1) SK Menteri Kehakiman No: M. 02-PK. 04.1990 tentang Pola 
Pembinaan Narapidana dan Tahanan. 
2) SK bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian No: 
425/M/SK/U/1985 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Program 
Latihan Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana. 
3) SK Bersama antara Dirjen Pemasyarakatan , Depnaker dan Dirjen 
Rehabilitasi Sosial (Depsos) tanggal 7 Desember 1984, No: M 01-PK 
03.01 tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program 
Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi 
Bekas Narapidana dan Anak Negara. 
f. Surat-Surat Edaran misalnya Surat Edaran No.KP.10.13/31 tanggal 08 
Pebruari 1995 tentang Penetapan Proses Pemasyarakatan sebagai Metode 
Pembinaan. 
g. Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan  dan Petunjuk Teknis. 
Peraturan-Peraturan itulah yang dijadikan pedoman bagi petugas dalam 
menjalankan tugas serta fungsinya dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana. 
3. Tahap Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sragen 
Narapidana merupakan manusia ciptaan Tuhan memiliki kedudukan 
tertinggi yang mempunyai akal dan pikiran. Narapidana menerima pembinaan 
dan bimbingan agar ia dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan 
sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. 
Untuk itu petugas LP harus memiliki strategi pembinaan yang benar-benar 
tepat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan 
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yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidakefektifan dalam 
proses pembinaan dan bimbingan.  
Akibat-akibat yang timbul apabila salah dalam menerapkan strategi 
pembinaan mengakibatkan narapidana mengalami gangguan jiwa atau depresi, 
sikap atau perilaku narapidana yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya 
sehingga dapat mengakibatkan adanya pengulangan tindak pidana (recidive), 
narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar  dan sebagainya. 
Tahap-tahap pembinaan narapidana di Lapas Sragen diawali dengan 
pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan 
Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. 
Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup  dalam 
rangka menjalani hidup di Lapas Sragen, tata tertib dan sanksi yang berlaku, 
hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Selain itu 
diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap  
jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar 
belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan 
mengenai strategi  pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari 
pembinaan dapat tercapai. Proses pembinaan terbagi dalam 4 (empat) tahap 
yaitu: 
a. Tahap Pertama 
Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan 
tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat 
pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian  
terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan 
tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. 
Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari 
petugas Pemasyarakatan. Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih 
sepuluh narapidana. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku 
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dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya. Penilaian  
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP (Tim Pengamat 
Pemasyarakatan). Wali juga berperan untuk menerima keluhan-keluhan dan 
hal-hal yang berhubungan dengan narapidana yang diampunya. 
Selama 1 (satu) bulan menjalani masa pengamatan, pengenalan dan 
penelitian lingkungan, diadakan sidang TPP untuk menentukan mengenai 
strategi pembinaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya. Putusan 
dalam sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 
Pembina Pemasyarakatan, wali Pemasyarakatan, pengamat Pemasyarakatan 
dan pembimbing Pemasyarakatan di LP. Dalam masa ini narapidana 
ditempatkan di blok E.  
Apabila hasil pengamatan berorientasi baik, narapidana dapat 
ditempatkan di Blok D sampai selesai menjalani 1/3 masa pidananya. Tahap 
ini merupakan tahap  “maximum security” dimana dilakukan pengawasan 
yang ketat bagi narapidana dan belum diijinkan untuk berhubungan dengan 
masyarakat luar. 
b. Tahap kedua 
Setelah narapidana menjalani 1/3 masa pidananya, segera diadakan 
sidang TPP kembali untuk membahas mengenai penerapan Pelaksanaan 
Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Dalam tahap ini akan diterapkan 
mengenai peningkatan program. 
Apabila  dalam sidang TPP, wali menyatakan bahwa ada sikap, 
perilaku positif dari narapidana, narapidana  dapat segera dipindahkan di Blok 
C dan harus menempuh pembinaan sampai ½ masa pidana. Namun apabila 
hasil penilaian dan pengamatan menyatakan bahwa narapidana tidak 
menunjukkan sikap yang baik maka narapidana tersebut tetap berada di blok 
D.  
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Pada tahap kedua narapidana dipekerjakan di luar blok  LP sesuai 
dengan kemampuannya masing-masing seperti berkebun, membuat kerajinan 
tangan seperti layang-layang, blangkon, anyaman plastik, konde, wig dan 
cinderamata, mengukir, membudidayakan tanaman hias, membudidayakan 
lele dan sebagainya. Tujuan pelatihan adalah memberi bekal ketrampilan 
terhadap narapidana, agar pada waktu bebas narapidana dapat memanfaatkan 
ketrampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan tujuan tersebut 
diharapkan narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam 
hal pengawasan, diberlakukan “medium security” yaitu pengawasan yang 
tidak seketat pada tahap sebelumnya. Dalam hal ini narapidana ditempatkan di 
luar blok LP agar petugas mudah mengawasi dan narapidana belum diijinkan 
berhubungan dengan masyarakat luar.  
c. Tahap ketiga  
Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah 
menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik, ia dapat 
melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan narapidana yang 
dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh 
Kalapas kepada Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah. Bentuk 
Persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat Keputusan. Narapidana yang 
dijinkan menjalani pembinaan tahap ini akan ditempatkan di Blok B dan 
menjalani sampai dengan 2/3 masa pidananya.  Apabila Kakanwil Hukum dan 
HAM tidak menyetujui karena mungkin ada persyaratan yang belum 
terpenuhi, maka narapidana tetap dibina dan ditempatkan pada tahap kedua. 
Narapidana dapat dipekerjakan di luar tembok LP pada Lembaga 
latihan kerja baik yang diselenggarakan oleh LP seperti parkir, bercocok 
tanam, membuka kios potong rambut, membuka jasa tambal ban, beternak dan 
sebagainya, maupun yang diselenggarakan oleh swasta seperti misalnya 
dipekerjakan pada industri rumah tangga, pembuatan mebel, gerabah, penjahit 
dan sebagainya. Pada tahap ini diterapkan “minimum security” yaitu 
44 
 
 
 
pengawasan yang tidak terlalu ketat. Dalam hal ini narapidana diijinkan 
berada di luar tembok LP dan diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat 
luar,tetapi masih dalam pengawasan  petugas. 
Tujuan pembinaan pada tahap asimilasi agar narapidana dapat 
berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka 
manjalani kehidupan di dalam Lapas yang berbeda dengan kelompok 
masyarakat yang berada di luar LP. 
d. Tahap keempat 
Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu 
tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat melanjutkan 
pembinaan di tahap yang keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap 
pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini 
sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah menjalani 
tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas Lapas tetapi sudah menjadi 
wewenang BAPAS. BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan 
klien pemasyarakatan yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM. 
Tugas dan fungsi BAPAS salah satunya berperan mendampingi klien 
pemasyarakatan dari proses penyidikan, pembinaan sampai ia kembali dalam 
masyarakat. Bapas juga berperan memberi bimbingan kepada bekas 
narapidana, anak Negara dan klien Pemasyarakatan yang memerlukan 
misalnya bagi Klien Pemasyarakatan yang menjalani cuti menjelang bebas. 
Tetapi pada tahap ini Pengawasan utama tetap kepada keluarga dan 
masyarakat sekeliling narapidana yang bersangkutan. 
Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintregasikan 
dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan 
bersyarat (PB). Pemberian CMB dan PB merupakan salah satu hak narapidana 
selama menjalani pembinaan dan bimbingan di Lapas sebagaimana diatur 
dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan 
Pelaksanaan  mengenai CMB dan PB diatur dalam Kep. Menteri Kehakiman 
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RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas. 
 
Syarat admisnistratif untuk mendapat CMB dan PB sebagai berikut. 
1) Salinan Putusan Pengadilan; 
2) Surat keterangan asli dari kejaksaan yang menyatakan bahwa 
narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau 
tersangkut dengan tindak pidana lainnya; 
3) Laporan penelitian dari BAPAS  tentang pihak keluarga yang 
akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan 
orang-orang yang berhubungan dengan narapidana; 
4) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib 
yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari 
Kalapas 
5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti 
grasi, remisi dan sebagainya. 
6) Surat kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana 
seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta 
dan sebagainya 
7) Surat kesehatan dari psikolog maupun dokter tentang kesehatan 
jasmani maupun kejiwaannya. 
Syarat substansif untuk mendapatkan CMB dan PB sebagai berikut. 
1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan terhadap 
kesalahan yang diperbuat; 
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2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral 
yang baik; 
3) Berhasil mengikuti program pembinaan dengan tekun, dalam 
hal ini di Lapas Sragen; 
4) Narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin 
sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir 
selama menjalani masa pidananya; 
5) Masyarakat dapat menerima kembali narapidana yang 
bersangkutan; 
6) Masa pidana yang telah dijalani narapidana adalah 2/3 dari 
masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi 
dihitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh 
kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tidak 
kurang dari 9 (Sembilan) bulan. 
Cuti menjelang bebas (CMB) diberikan terhadap narapidana yang 
sudah menjalani 2/3 masa pidananya yang sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) 
bulan dan telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substansif . 
Waktu minimal pemberian CMB minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) 
bulan.  
Usulan pemberian CMB diajukan oleh wali pada sidang TPP. Apabila 
sidang TPP menyetujui usulan itu berdasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan yang ada misalnya pertimbangan tentang kelakuan baik yang 
ditunjukkan oleh narapidana atau tidak ada pelanggaran tata tertib yang 
dilakukan oleh narapidana maka usulan itu kemudian disampaikan pada 
Kalapas. Setelah mendapat persetujuan dari Kalapas, dilanjutkan kepada 
Kakanwil Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan dengan 
mengeluarkan SK. Setelah dikeluarkannya SK, narapidana dapat menjalankan 
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CMB. Ijin CMB akan berakhir tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas 
yang sesungguhnya.  
Hak atas pembebasan bersyarat (PB) diberikan kepada narapidana 
yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dengan ketentuan tidak kurang dari 
9 (Sembilan) bulan dan telah memenuhi syarat administratif maupun 
substansif. Pemberian Pembebasan bersyarat tidak ada batasan waktu 
maksimum seperti pemberian CMB. 
 Proses pengajuan PB pertama kali diusulkan oleh wali narapidana. 
Hal itu dilakukan karena wali merupakan orang yang selalu bertemu dengan 
narapidana, mengetahui tingkah laku narapidana selama menjalani masa 
pidananya, sehingga ia dapat mengetahui narapidana yang berhak untuk 
mendapatkan PB. Kemudian pengamatan itu disampaikan dalam sidang TPP 
khsusus yang membahas mengenai PB. Dalam sidang TPP akan dilakukan 
Cross Check data antara Wali, Pengamat Pemasyarakatan, Pembina dan 
Pembimbing Pemasyarakatan. Apabila keseluruhan data menyatakan bahwa 
narapidana yang bersangkutan telah berkelakuan baik dan telah memenuhi 
syarat adminstratif maupun substansif, usulan dapat disampaikan kepada 
Kalapas. Usulan dari wali harus sudah disampaikan dalam waktu 2 (dua) 
bulan sebelum narapidana yang bersangkutan menjalani 2/3 masa pidananya. 
Setelah Kalapas menyetujui, dilanjutkan dengan menyampaikan  
kepada Kakanwil Hukum dan HAM. Persetujuan yang diberikan oleh 
Kakanwil Hukum dan HAM melalui sidang TPP Kanwil Hukum dan HAM 
akan diserahkan kepada Dirjen Pemasyarakatan dalam waktu 14 hari sejak 
usulan diterima. Apabila usulan disetujui, Dirjen Pemasyarakatan harus 
mengeluarkan SK tentang ijin PB dengan diketahui oleh Menteri Hukum dan 
HAM dalam waktu 30 hari sejak usulan diterima. Apabila usulan ditolak, 
Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukan penolakan pengajuan PB pada 
Kalapas yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dalam waktu 30 
hari sejak usulan diterima. 
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4. Metode Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak 
Pidana di Lapas Klas IIa Sragen 
Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu 
metode pembinaan. Dengan menerapkan metode-metode tertentu diharapkan 
pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu diharapkan 
pula tercapainya tujuan-tujuan pembinaan seperti misalnya menyadarkan 
narapidana sehingga menjadi baik dalam hidup bermasyarakat. 
Metode-metode yang digunakan oleh petugas LP Sragen dalam 
menyampaikan materi maupun melakukan bimbingan terhadap narapidana 
adalah sebagai berikut. 
a. Metode dilakukan dengan penggabungan top down approach dengan 
bottom up approach 
Pembinaan top Down Approach  adalah bentuk pembinaan dengan 
melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh 
petugas Lapas terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan 
kepribadian narapidana. Pembinaan Bottom up Approach merupakan 
pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana 
diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang 
diinginkan dan sesuai dengan bakatnya.  
Metode top Down Approach atau pembinaan dari atas kebawah dapat 
kita ketahui pada waktu petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan 
wujud pembinaan kepribadian yang disediakan Lapas tanpa terkecuali 
misalnya ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seluruh 
narapidana yang beragama Islam dihimbau mengikuti pengajian setiap hari 
Rabu dan sholat berjamaah, sedangkan umat Kristen dihimbau mengikuti 
kebaktian di Gereja. Tujuan dari metode ini untuk meningkatkan iman 
kepercayaan narapidana sesuai dengan agama yang dianutnya dan 
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menyadarkan pribadi narapidana agar mengakui kesalahannya dan tidak 
mengulangi tindak pidana lagi. 
Metode Bottom up Approach atau pendekatan dari bawah ke atas 
diterapkan terhadap narapidana pada saat memilih program pembinaan 
kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya misalnya narapidana yang 
gemar menjahit dapat mengikuti kursus menjahit. Tujuannya adalah memberi 
keterampilan bagi narapidana setelah ia bebas. Dengan keterampilan yang 
dimiliki, mantan narapidana dapat memanfaatkan sebagai mata pencaharian. 
Setelah mantan narapidana memiliki mata pencaharian diharapkan tidak 
melakukan pengulangan tindak pidana. 
b. Pembinaan dilakukan dengan menggabungkan metode perorangan dan 
metode kelompok. 
Pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan 
dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana. Setiap 
narapidana memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan 
masyarakat, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, 
sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian narapidana masing-
masing. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap 
narapidana tidak sama satu dengan yang lain.  
Metode ini diterapkan pada saat petugas memberi bimbingan konseling 
terhadap narapidana. Untuk melakukan efisiensi waktu, petugas 
mengelompokkan narapidana-narapidana  yang melakukan suatu kejahatan 
yang sama dengan jumlah narapidana dalam satu kelompok terdiri kurang 
lebih 10 (sepuluh) orang.   
c. Pembinaan yang diberikan bersifat persuasif edukatif  
Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk mengubah 
perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara 
adil. Dengan pembinaan semacam itu, diharapkan narapidana dapat 
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menunjukkan sikapnya yang terpuji. Disamping itu petugas LP juga 
menganggap bahwa narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang 
memiliki harga diri dan martabat seperti manusia yang lainnya. 
d. Pembinaan dilakukan secara sistematis dan continue  
Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan yang 
dilakukan setiap hari kepada narapidana mempunyai keterikatan satu dengan 
yang lainnya sehingga narapidana dapat sedikit demi sedikit  mengerti 
mengenai materi yang disampaikan. Penyampaian materi oleh petugas 
disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana. 
e. Pembinaan dilakukan dengan berinteraksi langsung antara petugas dengan 
narapidana bersifat kekeluargaan.  
Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi 
bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan bimbingan, 
petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi ia 
menganggap narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak 
asasi dan harus dihargai. Petugas menganggap narapidana sebagai bagian dari 
anggota keluarga. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan 
keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka. 
f. Ada pembedaaan pembinaan kepribadian antar narapidana yang satu 
dengan yang lain. 
Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap narapidana, 
bukan berarti pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan 
yang lain sama. Ada pembedaaan pembinaan kepribadian antara narapidana 
yang satu dengan yang lain. Pembedaaan didasarkan pada jenis kejahatan yang 
dilakukan misalnya pengelompokan narapidana yang melakukan kejahatan 
dengan ancaman hukuman yang ringan (pidana kurungan, pidana penjara 
dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan), kejahatan dengan ancaman 
hukuman yang berat ( pidana penjara seumur hidup, pidana penjara lebih dari 
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tiga bulan) , recidive, berdasarkan kemampuan dan kepribadian narapidana 
masing-masing.  
Intensitas Pembinaan kepribadian antara narapidana recidive dengan 
narapidana yang lain juga tidak sama. Pembinaan terhadap recidive dilakukan 
secara insentif daripada narapidana-narapidana yang lain. Pembinaan 
dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling, pemberian materi tentang 
pengenalan kepribadian, pemberian motivasi terhadap narapidana dan 
sebagainya. Hal ini dilakukan agar narapidana recidive dapat benar-benar 
mengenal dirinya sendiri, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak 
mengulangi perbuatannya. 
g. Dalam penyampaian materi pembinaan, petugas di LP menjunjung etos 
kerja yang tinggi. 
Dalam menyampaikan sebuah materi, selain dibutuhkan metode-
metode pembinaan, juga dibutuhkan rasa kesungguhan dan etos kerja yang 
tinggi dalam diri petugas. Apabila tidak ada rasa ikhlas, tanggung jawab dalam 
menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan dalam diri narapidana, 
penyampaian materi tidak dapat diterima secara maksimal bagi narapidana.  
5. Program dan Wujud Pembinaan 
Program pembinaan bagi narapidana diatur dalam SK Menkeh 
No:M.02-PK. 04. 10-1990 tanggal 10 Maret 1990. Wujud pembinaan yang 
ada di LP Sragen terbagi menjadi program pembinaan kepribadian dan 
program pembinaan kemandirian. Pemberian kedua program pembinaan 
bertujuan untuk memberi bekal hidup baik bekal berbentuk material maupun 
spiritual. Wujud pembinaan tersebut dapat diperinci sebagai berikut. 
a. Pembinaan Kepribadian 
1)  Taman Baca Al-Quran setiap Senin, Selasa dan Kamis. 
2) Pengajian setiap hari Rabu diikuti oleh seluruh Napi/Tahanan yang 
beragama Islam ,penceramah dari pesantren Al-Widah, tokoh 
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masyarakat dan petugas rohani Lembaga Pemasyarakatan Sragen 
secara bergilir. 
3) Perayaan hari besar Islam dengan pementasan seni rohani dan 
penceramah  dari luar secara bergantian.  
4) Sholat Jum’at ,Dhuhur dan Asyar berjamaah di Masjid At-Taibin 
Lapas Sragen. 
5) Kebaktian di gereja setiap Senin s/d Sabtu diikuti oleh 23 orang WBP 
(Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beragama Nasrani dengan 
Pendeta dari BKGS Kab.Sragen secara bergantian. 
6) Upacara bendera hari Kesadaran berbangsa dan bernegara bersama 
petugas setiap tanggal 17 setiap bulan dengan mengagendakan 
pembacaan Catur Dharma Narapidana dan paduan suara untuk 
menyanyikan Iagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan. 
7) Latihan Musik Band dan Qosidah seminggu 2 (dua) kali. 
8) Latihan bola volley setiap hari Jum’at dan Sabtu. 
9) Latihan Tennis Meja,Catur dan lain-lain setiap hari di blok masing-
masing pada waktu senggang. 
10) Kejar Paket A setiap hari Selasa dan Kamis diikuti oleh 22 orang 
,bekerja sama dengan UPT Diknas Kab.Sragen. 
11) Kegiatan perpustakaan setiap hari dengan anggota 56 orang dan 
jumlah  buku 500 buah. 
12) Pemeliharaan taman luar dan dalam serta kebersihannya setiap hari. 
13) Rekreasi berupa pemutaran film (video) dan hiburan musik setiap 
Sabtu. 
b. Pembinaan Kemandirian 
1) Pembuatan gerabah uintuk memenuhi pesanan dari luar Lapas dan 
juga dipamerkan di dalam Lapas. 
2) Pembuatan paving blok memenuhi pesanan dari luar Lapas. 
3) Penjahitan bekerjasama dengan konveksi memenuhi pesanan dari 
dalam dan luar Lapas. 
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4) Pertanian dengan menanam sayur di dalam dan luar tembok Lembaga 
Pemasyarakatan untuk dipasarkan. 
5) Pembibitan tanaman hias di tempat khusus dan blok hunian untuk 
dipasarkan pada kios di luar Lembaga Pemasyarakatan. 
6) Kerajinan tangan seperti layang-layang, blangkon, kapal-kapalan, 
konde, wig dan cinderamata lainnya untuk dipasarkan di luar Lapas. 
7) Seni lukis untuk dipasarkan di luar Lapas dan dipamerkan di dalam 
Lapas. 
8) Pembuatan batu bata untuk dipasarkan keluar Lapas. 
9) Potong rambut dengan membuka kios di luar lembaga 
Pemasyarakatan. 
10) Tambal ban dengan membuka kios di luar Lembaga Pemasyarakatan. 
11) Pencucian mobil dengan membuka di luar Lembaga Pemasyarakatan. 
12) Budidaya lele di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk dipasarkan. 
Pembinaan kepribadian harus diikuti oleh semua narapidana tanpa 
terkecuali, sedangkan pembinaan kemandirian hanya diikuti oleh mereka yang 
berminat. Dalam ketentuan LP Sragen, setiap narapidana diwajibkan 
mengikuti paling sedikit satu wujud pembinaan kemandirian yang telah 
disediakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketentuan ini diterapkan karena 
wujud pembinaan kemandirian merupakan bekal hidup bagi narapidana 
setelah ia bebas. Apabila narapidana selesai menjalani masa pidana dan 
kembali ke masyarakat, ia dapat menggunakan keterampilan yang sudah 
dilatih di dalam Lapas sebagai mata pencaharian pokok. 
Pelaksanaan wujud pembinaan yang ada di Lapas akan terasa berat 
apabila pihak Lapas melaksanakan pembinaan sendiri. Untuk itu dalam 
melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, pihak Lapas bekerjasama 
dengan instansi-instansi yang lain. 
a.  Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mengadakan program pelatihan 
berkelanjutan antara lain: 
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1) Tahun 2005 diadakan pelatihan Pembuatan makanan pasca panen 
diikuti oleh 30 orang. 
2) Tahun 2006 diadakan pelatihan Potong rambut diikuti oleh 10 orang. 
3) Tahun 2006 diadakan pelatihan Pertukangan kayu diikuti oleh 20 orang. 
4) Kejar Paket A diikuti 20 orang yang diadakan secara rutin setiap tahun. 
5) Tahun 2007 diadakan pelatihan anyaman tas plastik yang diikuti oleh 
23 orang. 
Pemerintah Daerah juga memberi bantuan berupa: 
1) Mesin Jahit, Sound Sistem, Tempat Makan narapidana dan Buku-buku. 
Kegiatan bantuan yang dilakukan Pemda Sragen merupakan program 
berkelanjutan. Bantuan disesuaikan dengan memberi barang-barang yang 
dibutuhkan oleh LP. 
2) Membebaskan biaya perawatan Bagi WBP tidak mampu yang diopname 
di RSUD Sragen. 
3) Obat-obatan generik setiap bulan untuk poliklinik Lapas. 
4) Membantu ongkos pulang bagi WBP yang tidak mampu dan bebas setiap 
tanggal 17 agustus. 
    b. Pesantren Al-Widah 
Memberikan ceramah pada pengajian rutin dan pesantren kilat pada bulan  
Ramadhan. 
c. Kementerian Agama Kabupaten Sragen 
      Membantu tenaga pengajar, penceramah atau khotib dan bantuan materi. 
d. Gereja Se-Kabupaten Sragen. 
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Membantu tenaga untuk memimpin kebaktian sesuai dengan jadwal dan 
peringatan hari Natal setiap tahun. 
e. Tokoh Masyarakat 
Memberikan Ceramah pada pengajian rutin dan bulan Ramadhan serta 
kutbah Jum’at dan Idul Fitri/Adha. 
Sedangkan keberhasilan dari wujud pembinaan di buktikan dengan 
Prestasi-prestasi yang pernah dicapai antara lain : 
a. Tahun 1992 Kegiatan Kejar Paket A mendapat penghargaan dari 
UNESCO; 
b.  Tahun 2001 mendapat Adi Karya Nugraha Pemasyarakatan dari Dirjen 
     Pemasyarakatan; 
c. Tahun 2006, 2007 dan tahun 2008 Juara I Lomba Kebersihan dan 
Keindahan antar  kantor se Kab.Sragen; 
d. Tahun 2007 mendapat penghargaan dari MURI tentang Lapas pertama dan 
Napi pertama yang  membuat dapur rekaman;   
e.Tahun 2008 Perwakilan Kantor Kab.Sragen dalam Lomba Kebersihan antar 
Kabupaten di  Tingkat Propinsi;  
f. Program Bebas Peredaran Uang.  
 
C. Hambatan Yang Timbul Dari Pelaksanaan  Pembinaan Narapidana  
di Lapas Klas IIA Sragen 
Hal-hal yang menghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan 
dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana diantaranya sebagai berikut  
1. Bidang Administratif 
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a. Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari Bapas sebagian 
besar hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci mengenai 
kondisi keluarga narapidana, pendapat warga sekitar atau tokoh 
masyarakat setempat. Padahal Litmas tersebut diperlukan sebagai 
syarat utama dalam pertimbangan oleh Tim Pengamat 
Pemasyarakatan dalam menentukan kelayakan proses pembinaan 
narapidana. 
b. Berkas pengusulan surat surat kelengkapan administrasi masih 
berlangsung lamban, dikarenakan banyaknya pengusulan dari 
seluruh Lapas di Indonesia yang berpusat di Kantor Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan yang terletak di Jakarta. Hal ini 
menyebabkan  pelaksanaan tahap pembinaan narapidana mengalami 
keterlambatan karena menunggu Surat Keputusan dari DirJen 
Pemasyarakatan. 
 
2. Bidang Kepegawaian 
a. Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang psikologi, 
tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana 
dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses 
pembinaan serta kurang pemahaman petugas akan arti pentingnya 10 
(sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas, sehingga 
tugas perwalian kurang berjalan secara efektif. 
b. Data Primer yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen, diketahui terdapat 
kekurangtelitian Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mengamati 
syarat - syarat administratif khususnya mengenai kesesuaian alamat 
domisili narapidana dengan pihak penjamin dan tempat narapidana 
menjalani pembinaan tahap akhir, sehingga terdapat surat jaminan 
yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. 
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c. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti 
penting Pemasyarakatan. 
 
3. Bidang Yuridis 
a. Permasalahannnya adalah belum adanya kejelasan yang pasti 
mengenai batasan pengertian keluarga penjamin narapidana sebagai 
kelengkapan syarat administratif dalam proses pembinaan narapidana. 
Hal ini menyebabkan surat jaminan kurang bisa 
dipertanggungjawabkan, karena seringkali yang terjadi keluarga yang 
bertanggung jawab hanyalah perseorangan yang ingin mendapat 
keuntungan semata dan tidak mengetahui dan mengenal secara pasti 
kondisi kehidupan narapidana.  
b. Peraturan dan ketentuan hanya khusus mengatur tentang proses 
pembinaan beserta tata cara dan prosedur pemberiannya, sedangkan 
mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana yang sedang 
menjalani PB dan CMB di lingkungan masyarakat belum diatur secara 
rinci dan jelas. Padahal dalam pelaksanaannya di masyarakat, 
membutuhkan pengaturan secara jelas agar tujuan pemasyarakatan 
dapat dipahami dan tercapai. 
 
4. Kultur dan Masyarakat 
Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap 
Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat, 
khususnya yang sedang menjalani  proses pembinaan Pembebasan 
Bersyarat atau Cuti menjelang bebas yang  berada di lingkungan 
masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan 
pemasyarakatan , bahkan dapat menyebabkan adanya residivise. 
5. Kondisi sosial dan Ekonomi Narapidana 
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Kondisi sosial dan ekonomi  merupakan hambatan utama dalam 
pelaksanaan proses pembinaan narapidana. Adanya desakan ekonomi dan 
sosial sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat. 
Pengulangan kejahatan sering terjadi pada narapidana yang kurang 
memiliki kemapanan ekonomi. 
Pembiayaan pengurusan Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti 
Menjelang Bebas dari institusi masih bersifat terbatas dan biaya biaya 
tambahan harus disediakan oleh pihak narapidana sendiri. Bagi narapidana 
yang tidak mampu , meskipun sudah memasuki tahap pembinaan dan telah 
memenuhi syarat sering terbentur dengan permasalahan ekonomi. 
6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana 
Penyediaan lapangan pekerjaan di Lapas sangat tidak sebanding 
dengan jumlah penghuni (Narapidana) di Lapas Sragen, akibatnya tidak 
semua kepentingan narapidana dapat terakomodir oleh Lapas. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan tentang 
pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana 
(recidive) di Lapas Klas IIA Sragen, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 
1. Pelaksanaan Pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak 
pidana (recidive) di Lapas Klas IIA Sragen berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pendidikan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap 
pembinaan narapidana diawali dengan pendaftaran narapidana dan diikuti dengan 
proses pembinaan yang terbagi ke dalam  4 (empat) tahap yaitu: 
a) Tahap pertama (tahap admisi atau orientasi )   
Narapidana menjalani tahap ini sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pada 
tahap ini, narapidana belum mendapat pembinaan dari petugas Lapas. Petugas 
hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana. 
Dalam tahap ini, narapidana memiliki 1 (satu) orang wali yang bertugas 
mengamati sikap dan tingkah laku serta perkembangan pribadi narapidana. Wali 
juga berperan menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan 
narapidana. Metode yang diterapkan dalam tahap pertama adalah interaksi 
langsung antara petugas dengan narapidana secara kekeluargaan. Tujuan 
diterapkannya metode ini agar narapidana lebih membuka diri terhadap petugas 
mengenai pribadinya. 
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b) Tahap kedua  
Narapidana menjalani dari 1/3 masa pidana hingga 1/2 masa pidananya. 
Pada tahap ini narapidana sudah dipekerjakan di luar blok Lapas dan diberi 
pelatihan ketrampilan seperti berkebun, membuat kerajinan tangan (layang-
layang,wig,konde,plastik dan sebagainya) sebagai bekal untuk memenuhi 
kebutuhan hidup bagi narapidana setelah ia bebas dari Lapas. 
Metode yang diterapkan pada tahap kedua adalah metode pembinaan 
dari atas ke bawah (top down approach) dan pembinaan dari bawah ke atas 
(bottom up approach). Pembinaan ini dilaksanakan pada saat petugas 
memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian pada 
narapidana. Metode lain yang diterapkan pada saat penyampaian materi adalah 
pembinaan yang bersifat persuasif edukatif yang bertujuan untuk mengubah 
perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil 
dan metode pembinaan yang diberikan secara sistematis dan continue. Tujuan 
metode ini agar narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti materi yang 
disampaikan.  
c) Tahap ketiga (tahap asimilasi)  
Narapidana menjalani tahap ini dari ½ masa pidana hingga 2/3 masa 
pidana. Pada tahap ini, narapidana dipekerjakan di luar tembok Lapas pada 
lembaga latihan kerja baik yang diselenggarakan Lapas seperti bercocok tanam, 
membuka kios tambal ban, beternak dan sebagainya maupun yang 
diselenggarakan oleh lembaga swasta misalnya dipekerjakan pada industri rumah 
tangga, pembuatan mebel, penjahit dan sebagainya. Pada tahap ketiga atau tahap 
asimilasi narapidana diperbolehkan berinteraksi langsung dengan masyarakat luar 
Lapas tetapi masih dalam pengawasan petugas. 
Metode pembinaan yang digunakan dalam tahap ini adalah pembinaan 
yang bersifat persuasif edukatif dan interaksi langsung antara petugas dengan 
narapidana yang bersifat kekeluargaan. 
d) Tahap keempat (tahap integrasi)  
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Narapidana menjalani tahap ini dari 2/3 masa pidana hingga ia bebas. 
Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan 
pada petugas Lapas tetapi sudah menjadi wewenang Bapas. Setiap narapidana 
yag menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa 
pemberian cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB). 
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi petugas di Lapas klas IIA Sragen dalam rangka 
melaksanakan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana 
(recidive) adalah sebagai berikut. 
a) Dibidang Administratif adalah Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) 
dari Bapas sebagian besar hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci dan 
berkas pengusulan surat-surat kelengkapan administrasi masih berlangsung 
lamban. 
b) Di bidang Kepegawaian adalah kurangnya tenaga profesional dan kurangnya 
sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya Pemasyarakatan. 
c) Di bidang Yuridis Peraturan dan ketentuan belum mencakup semua aspek 
pembinaan narapidana, tetapi hanya khusus mengatur tentang proses, tata cara 
serta prosedur pemberian pembinaan saja. 
d) Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan 
stigmatisasi pada narapidana.  
e) Adanya desakan ekonomi dan sosial sangat berpengaruh pada integrasi 
narapidana di masyarakat.  
f) Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan di 
Lapas Sragen seperti keterbatasan penyediaan lapangan kerja bagi narapidana. 
 
 
 
B. saran 
Akhirnya dalam penutup penulisan hukum ini, penulis mencoba 
memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana 
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guna mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Klas IIA Sragen. Saran-
saran yang penulis berikan merupakan refleksi dari permasalahan yang ada pada bab 
sebelumnya yaitu sebagai berikut. 
1. Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana bagi para Pembina 
di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Sragen agar pembinaan yang 
dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada 
kepribadian narapidana. 
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Sragen 
mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi pribadi 
narapidana, sehingga dapat meminimalisir pandangan atau stigma negatif 
narapidana dalam kehidupan masyarakat. 
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